BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR /& TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

D1 KABUPATEN BENGKULU SELATAN

N DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan

Diktum KETIGA angka 2 Keputusan Bersama Menteri

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Teringgal dan Transimigrasi

Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun

2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan

Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, pemerintah

daerah wajib melakukan pemberian pengurangan

- dan/atau keringanan atau pembebasan Bea

Perolechan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi

= masyarkat penerima sertifikat dalam Pendaftaran
Nar Tanah Sistematis Lengkap;

b. bahwa untuk melaksanakan pemberian pengurangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
dilakukan penyesuaian pengaturan dalam Peraturan
Bupati Bengkulu Selatan Nomor 38 Tahun 2017
tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bengkulu
Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu
Selatan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembiayaan
Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL) di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten

V. U



Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1961,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2043);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun: - 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
(Y dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3696);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

N 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 351, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);

10. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara
Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 {/
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Menetapkan

Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 06 Tahun 2018
tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor
1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 01)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 38 TAHUN
2017 TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN
BENGKULU SELATAN.

PASAL 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan
Nomor 38 Tahun 2017 tentang pembiayaan Persiapan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten
Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2017 Nomor 38, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Selatan.

3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memilii batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintah, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asa/usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.



4. Kelurahan adalah pembagian wilayah administrasi di

10.

11.

12.

Indonesia setingkat dengan desa di bawah kecamatan
yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai
Aparatur Sipil Negara.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang Selanjutnya
disebut PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua
obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama
lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi
pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan
data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek
pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Hak atas Tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor S Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Tanah Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan
suatu hak atas tanah, bukan merupakan tanah ulayat
masyarakat hukum adat, bukan merupakan tanah
wakaf, dan/atau bukan merupakan Barang Milik
Negara/Daerah/ BUMN/BUMD /Desa.

Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan
luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang
didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya
bangunan atau bagian bangunan di atasnya.

Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum
atau status penguasaan bidang tanah dan satuan rumah
susun yang didaftar, pemegang hak atau pihak yang
menguasai, dan hak pihak lain serta beban-beban lain
yang membebaninya.

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana
dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf ¢ Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak
pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah
dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
Pengumpulan dan pemeriksa data yuridis adalah petugas
yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan, penelitian,
pengkajian dan pengumpulan data yuridis bidang tanah.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
adalah pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan .

Ketentuan pasal 6 disisipkan 1 ayat yaitu ayat (3a) dan
dihapus 1 ayat yaitu ayat (5), sehingga pasal 6 berbunyi
sebagai berikut :

(1)

()

Pasal 6

Besaran biaya persiapan PTSL yang dipungut dari
masyarakat ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- { dua
ratus ribu rupiahj per bidang tanah.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
termasuk biaya pembuatan akta, Bea perolehan Hak

¢



V atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak
Penghasilan (PPh).
(3) Biaya pembuatan Akta, Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan
kepada pemilik bidang tanah berdasarkan ketentuan
yang berlaku.

(3a) Besaran biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dibayar 50 % dari bea terhutang.

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor
kepada Panitia PTSL Tingkat Desa/Kelurahan pada saat
berkas dinyatakan lengkap oleh Panitia PTSL yang
dibentuk oleh Kepala Desa/Lurah.

PASAL II
Peraturan Bupati ini 'r'nulai berlaku pada tanggal diundangkan.

« Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

itetapkan di Manna
ada tanggal G“ 06 - 2019
UPATI BENGKULU SELATAN,\,

#, GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal A~ 06 — 2019
SEKRETARIS DAERAH
Vo ‘V KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

b N

YUDI SATRIA. SE. MM
NIP. 19650218 199303 1006

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2019 NOMOR ,/é

y ‘z«;a‘aézﬁgms, st
NIP. 19750825 200502 1 005
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